
RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 

Pelayanan informasi selama wabah pandemic covid 19 disesuaikan dengan 

protocol Kesehatan. PPID Bawaslu Provinsi telah menyampaikan bahwa agar nantinya 

pemohon informasi dapat mengajukan permohonan melalui saluran-saluran yang 

telah disediakan seperti website ataupun email. 

Namun demikian bagi pemohon yang datang secara langsung, PPID sudah 

menyiapkan sarana dan prosedur yang sesuai dengan protocol Kesehatan. Seperti 

penggunaan masker dan adanya jarak pembatas antara petugas pelayanan informasi 

dengan pemohon. 

A. Jumlah Permintaan Infromasi Publik 

Dalam hal pelayanan informasi publik, sejak bulan Januari sampai dengan 

September 2022 tahun berjalan, pada PPID Bawaslu Provinsi Maluku terdapat 

pengajuan atau permohonan informasi baik dari perseorangan maupun Badan atau 

Organisasi. 

Tabel 1: Jumlah Permintaan Informasi Publik 
 

 

 
Bulan 

 

Jumlah 

Pemohon 

 
Instansi Asal 

Pemohon 

Tujuan Penggunaan 

Informasi 

Januari Tidak ada Tidak ada  

Februari Tidak ada Tidak ada  

Maret 2 Universitas 
Pattimura 

Sebagai bahan dalam     membuat 

jurnal 

April Tidak ada Tidak ada  

Mei Tidak ada Tidak ada  

Juni Tidak ada Tidak ada  

Juli 2 Universitas 
Pattimura 

Sebagai data dalam  
penyusunan skripsi 

Agustus Tidak ada Tidak ada  

September Tidak ada Tidak ada  

Oktober Tidak ada Tidak ada  

November 1 BPKP Maluku 
Sebagai Bahan Kajian Dalam 
Penyusunan Kebijakan 

Desember Tidak ada Tidak ada  

 

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 

Pelayanan Informasi publik sesuai dengan dengan jam kerja yakni pukul 08.00 

sampai dengan pukul 16.00 WIT, selama hari kerja yang dimulai dari senin sampai 

dengan Jumat. 



C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 

Tabel 3: Jumlah Permintaan Informasi Publik 
 

Bulan Informasi yang dikabulkan Waktu Pemenuhan 
Informasi (hari) Seluruhnnya Sebagian 

Januari    

Februari    

Maret 2  2 hari 

April    

Mei    

Juni    

Juli 2  2 hari 

Agustus    

September    

Oktober    

November  1 2 hari 

Desember    

    

 

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya 
Tabel 4: Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya 

 

Informasi Alasan 
Penolakan 

Tidak ada Tidak ada 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPAIAN 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi 

Maluku mengalami peningkatan yang menggembirakan, terkhusus tim pengelola 

website PPID. dimana berdasarkan perankingan yang dibuat oleh Pusat Data dan 

Informasi (PUSDATIN) Bawaslu RI menempatkan Bawaslu Provinsi Maluku pada 

posisi teratas dalam penganugerahan PPID terbaik. Bawaslu Provinsi Maluku 

dalam penghargaan tersebut mendapat predikat “Informatif”. Prestasi ini 

merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimama ranking PPID Bawaslu 

Provinsi Maluku pada predikat “Menuju Informatif”. Meski target sebagai PPID 

Informatif telah didapatkan, namun stas capaian ini, tentunya akan semakin 

memacu semangat dari tim pengelola website PPID untuk bekerja lebih baik dan 

mempertahankan capaian yang yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Provinsi Maluku terus menunjukkan  

komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat 

program PPID yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan 

pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu 

Provinsi Maluku. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu 

di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola 

dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan 

akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan 

akurat. Di akhir tahun 2022 PPID Bawaslu Provinsi Maluku melakukan inovasi. 

Dengan melakukan perbaikan menyeluruh pada website PPID 

(ppid.maluku.bawaslu.go.id). selain itu Inovasi ini juga meliputi sarana pelayanan 

offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal 

pengelolaan dokumen.  

 

 

 


